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ABSTRACT

This study analyzes living conditions as an indicator of genocide risk in Gaza from the
perspective of Human Security and examines its relevance to the elements outlined in the 1948
Genocide Convention. The research employs a qualitative approach using a case study method
through document analysis of reports from the United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) from 2015 to 2017. The findings indicate that
the humanitarian situation in Gaza is characterized by restrictions on humanitarian aid,
destruction of civilian infrastructure, and increasing physical and psychological suffering
among civilians. These conditions create multidimensional vulnerabilities affecting personal,
economic, food, health, and community security. From the perspective of the Genocide
Convention, such conditions may correspond to indicators described in Article Il (b) and (c),
particularly actions causing serious bodily or mental harm and the creation of living conditions
that could lead to the destruction of a group. However, this study does not assess the presence
of genocidal intent (dolus specialis), which remains a key legal element distinguishing genocide
from other international crimes. The study also shows that these humanitarian vulnerabilities
had emerged during the 2015-2017 period and remain relevant in understanding the
continuing humanitarian crisis in Gaza today.
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ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kehidupan sebagai indikator resiko genosida di Gaza dari

perspektif Human Security serta mengkaji relevansinya dengan unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi
Genosida 1948. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui
analisis dokumen terhadap laporan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
the Near East (UNRWA) pada periode 2015 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi
kemanusiaan di Gaza ditandai oleh pembatasan bantuan kemanusiaan, kerusakan infrastruktur sipil, serta
meningkatnya penderitaan fisik dan psikologis masyarakat sipil. Kondisi tersebut menciptakan
kerentanan multidimensi yang memengaruhi keamanan individu, ekonomi, pangan, kesehatan, dan
komunitas. Dari perspektif Konvensi Genosida, kondisi-kondisi tersebut dapat berkaitan dengan
indikator yang tercantum dalam Pasal Il huruf (b) dan (c), khususnya tindakan yang menyebabkan
penderitaan fisik atau mental yang serius serta penciptaan kondisi kehidupan yang dapat mengarah pada
kehancuran suatu kelompok. Namun demikian, penelitian ini tidak menilai keberadaan unsur niat
genosida (dolus specialis), yang merupakan elemen hukum utama yang membedakan genosida dari
kejahatan internasional lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerentanan kemanusiaan
tersebut telah muncul sejak periode 2015-2017 dan masih relevan dalam memahami krisis kemanusiaan
yang terus berlangsung di Gaza hingga saat ini.

Kata kunci: Gaza; UNRWA; Keamanan Manusia; Konvensi Genosida 1948; Kondisi Kehidupan

364 | Jurnal lImu Sosial dan llmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026



PENDAHULUAN
Konflik Israel-Palestina dimulai dari berakhirnya mandat Inggris dan pembentukan negara Israel

tahun 1948 yang memicu eksodus besar warga Palestina (Nakba). Konflik yang berkepanjangan ini,
khususnya di Jalur Gaza, berdampak langsung terhadap kondisi kehidupan kehidupan masyarakat sipil.
Serta memunculkan perhatian terhadap perlindungan penduduk sipil dalam kerangka hukum humaniter
dan hak asasi manusia internasional (Quigley, 2010). Dalam studi keamanan kontemporer, keamanan
tidak lagi terbatas pada ancaman militer terhadap negara, melainkan juga mencakup dimensi politik,
ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat sipil (Buzan, 2008). Dalam
konteks konflik di Gaza, kebijakan keamanan seperti blokade, pembatasan pergerakan, dan kontrol
distribusi logistik sering dibenarkan atas dasar kepentingan keamanan, meskipun berdampak langsung
pada kondisi kehidupan sipil.

Dalam konteks tersebut, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA) memiliki peran signifikan sebagai aktor kemanusiaan dengan mandat khusus
berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 302 (IV) tahun 1949 untuk memberikan bantuan dan
perlindungan kepada pengungsi Palestina (Abdel & Attia, 2025). Selain menjalankan fungsi layanan
kemanusiaan, laporan UNRWA juga menyediakan dokumentasi empiris mengenai kondisi kehidupan
warga sipil di wilayah konflik. Laporan-laporan UNRWA periode 2015-2017 menunjukkan peningkatan
kebutuhan bantuan akibat eskalasi kekerasan dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini
menimbulkan ketegangan normatif antara klaim keamanan dan kewajiban perlindungan sipil dalam
hukum internasional.

Dalam kerangka hukum internasional, dinamika konflik Israel—Palestina dapat ditelaah melalui
Konvensi Genosida 1948. Dalam konvensi genosida dinyatakan bahwa genosida tidak hanya mencakup
pembunuhan langsung. Tetapi juga tindakan secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang
diperhitungkan untuk menghancurkan suatu kelompok. Namun demikian, penetapan genosida
mensyaratkan adanya intensi khusus (dolus specialis) yang membedakannya dari pelanggaran hukum
humaniter lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter rezim keamanan
dalam konflik Israel-Palestina sebagaimana terdokumentasi dalam laporan UNRWA, serta sejauh mana
pola pembatasan terhadap kondisi kehidupan sipil dapat dipahami sebagai kondisi yang relevan dengan
ketentuan Pasal Il (b) Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok
dan Il (c) Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan terhadap suatu kelompok yang diperhitungkan
dapat mengakibatkan kehancuran fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari Konvensi

Genosida, tanpa melakukan penilaian terhadap unsur intensi.
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Penelitian mengenai konflik Israel-Palestina telah banyak dilakukan dari perspektif keamanan
internasional. Seperti hukum humaniter, dan studi kemanusiaan dengan fokus pada dinamika kebijakan
keamanan Israel dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat Palestina. Condition-based genocide
risk analysis itu juga sudah banyak dilakukan, seperti dalam laporan UNRWA. Yang mana dalam laporan
tersebut memberikan gambaran secara langsung tentang kondisi kehidupan di Gaza. Kondisi tersebut
dapat menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan keamanan melampaui dampak
insidental konflik bersenjata dan berpotensi memenuhi unsur pelanggaran berat dalam hukum
internasional. Sementara itu, penelitian ini melihat dari sudut pandang yang berbeda, mengingat UNRWA
sebagai aktor kemanusiaan yang menghadapi berbagai bentuk pembatasan operasional dan kontestasi
politik, sebagaimana dibahas dalam Erez Cohen (2024) in Davies (2014). Oleh karena itu, analisis
terhadap laporan UNRWA menjadi relevan dalam memahami dinamika antara kebijakan keamanan dan
kondisi kemanusiaan di wilayah konflik.

Kajian yang membahas konflik Israel-Palestina dimulai dari sejarah konflik menuju perdebatan
hukum internasional dan krisis kemanusiaan kontemporer di Gaza. Penelitian awal banyak menekankan
akar historis konflik, terutama sejak pembentukan negara Israel tahun 1948 yang memicu perpindahan
penduduk Palestina secara besar-besaran dan konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Studi historis
menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga identitas
nasional, agama, serta dinamika politik internasional yang memperumit penyelesaiannya (Pappé, 2007;
Khalidi, 2017). Perspektif ini penting karena menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza tidak muncul
secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari konflik struktural yang berlangsung lama.

Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian mulai menyoroti aspek hukum internasional dan
lembaga global dalam konflik Palestina. Penelitian oleh Fitri (2024) menunjukkan bahwa lembaga
internasional seperti Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran
hukum kemanusiaan, termasuk tuduhan genosida. Namun, penelitian tersebut juga menekankan adanya
hambatan politik dalam implementasi keputusan internasional, terutama karena kepentingan negara besar
dalam sistem global. Argumen ini didukung oleh Hidayat (2017) yang menyatakan bahwa struktur politik.
Dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa sering kali menjadi faktor penghambat dalam penegakan
hukum internasional di Gaza. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa norma hukum internasional
memiliki legitimasi kuat secara teoritis, tetapi lemah dalam implementasi praktis. Bagi penelitian ini,
temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum genosida dan realitas kondisi
kehidupan masyarakat Gaza.

Selain pendekatan hukum internasional, banyak penelitian menggunakan pendekatan hukum

humaniter yang menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan prinsip kemanusiaan dalam konflik
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bersenjata. Romadhona et al. (2025) menjelaskan bahwa konflik di Palestina menunjukkan pelanggaran
serius terhadap prinsip kemanusiaan, terutama terkait perlindungan masyarakat sipil dan fasilitas publik.
Peneliti-peneliti ini berargumen bahwa hukum humaniter internasional sebenarnya telah menyediakan
mekanisme perlindungan yang cukup komprehensif. Namun demikian, kritik terhadap pendekatan
tersebut menunjukkan bahwa fokus hukum humaniter sering kali terbatas pada tindakan kekerasan
langsung, sehingga kurang mampu menjelaskan proses penghancuran kondisi kehidupan secara struktural
yang berlangsung dalam jangka panjang. Keterbatasan inilah yang menjadi celah analisis dalam penelitian
ini.

Dalam perspektif hubungan internasional kontemporer, penelitian yang membahas dinamika
konflik di Gaza menunjukkan bahwa krisis Gaza tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik global
dan kepentingan aktor internasional, sehingga respons internasional terhadap krisis kemanusiaan
cenderung tidak konsisten. Setiawan (2025) beranggapan bahwa pandangan ini memperkuat argumen
bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza merupakan bagian dari proses politik internasional yang kompleks
Namun, Setiawan (2025) belum secara spesifik mengaitkan kondisi kemanusiaan dengan unsur-unsur
hukum dalam Konvensi Genosida 1948, sehingga masih terdapat ruang analisis lebih lanjut yang menjadi
fokus penelitian ini.

Penelitian ini menganalisis kondisi kehidupan masyarakat Gaza, yang berdasarkan laporan
lembaga internasional seperti Human Rights Watch dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan
bahwa pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup (Al-zaeem et
al., 2020). Sekitar dua pertiga penduduk mengalami ketidakamanan pangan, dan kebutuhan dasar seperti
listrik, bahan bakar, serta air berada dalam kondisi kekurangan. Sekitar dua pertiga penduduk mengalami
ketidakamanan pangan, dan kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, serta air berada dalam kondisi
kekurangan parah (Abu-Sittah, 2020)Selain itu, pembatasan impor obat-obatan dan peralatan medis turut
melemahkan kapasitas sistem kesehatan, sehingga rumah sakit dan pusat layanan primer terpaksa
beroperasi dalam kapasitas yang terbatas . Analisis dalam tulisan ini akan difokuskan pada beberapa
dimensi utama, yaitu keamanan pribadi (personal security), keamanan ekonomi (economic security),
keamanan pangan (food security), keamanan kesehatan (health security), dan keamanan komunitas
(community security) (Kusmaryanto, 2021).

Selanjutnya, penelitian ini mengaitkan perspektif human security dengan Konvensi Genosida
1948, dengan untuk menganalisis sejauh mana kondisi-kondisi tersebut dapat dipahami sebagai
penciptaan situasi kehidupan yang berpotensi mengarah pada kehancuran suatu kelompok nasional,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1l Konvensi Genosida 1948. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

teori yang diperkenalkan oleh Gregory H. Stanton (2013) yang disebut dalam bukunya The Ten Stages of
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Genocide, atau Sepuluh Tahapan Genosida. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya tidak hanya
menilai apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi katagori yang disebut sebagai kejahatan genosida,
tetapi juga menganalisis bagaimana krisis kemanusiaan yang berlangsung secara sistematis dan
berkelanjutan dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup suatu kelompok secara kolektif
sehingga dapat disebut sebagai kejahatan genosida.

Lebih lanjut, penelitian ini merujuk pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan
Genosida 1948, khususnya Pasal Il, poin (a), (b), dan (c). pasal Il (a) mencakup pembunuhan anggota
kelompok; pasal Il (b) tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius, dan pasal
I1 (c) penciptaan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat mengarah pada kehancuran fisik suatu
kelompok, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan menggunakan pendekatan human Security,
penelitian ini akan menganalisis apakah pola pembatasan akses, kerusakan sistem layanan dasar, dan
penderitaan Kkolektif yang terdokumentasi dapat dipahami sebagai indikasi pemenuhan unsur-unsur

genosida.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menginterpretasikan suatu
fenomena sosial secara mendalam (Yin, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen (document analysis), yaitu metode yang memanfaatkan dokumen resmi sebagai sumber data
utama penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi laporan resmi UNRWA. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan kerangka Human Security sebagaimana diperkenalkan dalam Human
Development Report (UNDP, 1994), yang menekankan perlindungan individu dari ancaman kekerasan,
kemiskinan, dan ketidakpastian hidup.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan kondisi empiris yang
terjadi berdasarkan data laporan kemanusiaan, kemudian menginterpretasikannya dalam kerangka teori
keamanan manusia serta norma internasional terkait genosida. Dalam konteks ini, Konvensi Genosida
dipahami sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur larangan terhadap tindakan yang
dimaksud untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama (Schabas, 2009).

Pemilihan laporan UNRWA didasarkan pada relevansi isi laporan dengan fokus penelitian.Yaitu
kondisi kemanusiaan, pembatasan bantuan, serta dampaknya terhadap masyarakat sipil. Dalam proses
pengumpulan data, laporan yang tersedia dan dapat diakses secara lengkap melalui website UNRWA.

Penelitian ini berfokus pada laporan UNRWA dari 2015 sampai 2017. Oleh karena itu, dokumen dari
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rentang waktu tersebut digunakan sebagai sumber utama analisis informasi yang relatif konsisten

mengenai dinamika kondisi kemanusiaan di Gaza.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kondisi krisis kemanusiaan di Gaza dengan menggunakan kerangka

Ten Stages of Genocide yang dikembangkan oleh Stanton (2013). Hasil penelitian ini mendeskripsikan
bahwa genosida tidak terjadi secara spontan, tetapi berkembang melalui tahapan yang saling berkaitan,
seperti klasifikasi, diskriminasi, dehumanisasi, hingga tahap penganiayaan dan penghancuran.
Salah satu temuan utama adalah adanya pola pembatasan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan.
Berdasarkan laporan UNRWA No 98, No. 120 tahun 2015, No. 127 dan No. 165 tahun 2016 kondisi ini
berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan
layanan kesehatan (UNRWA, 2015a, 2015b; 2016b, 2016g).

Dalam perspektif human security, keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar akan sangat
mempengaruhi kesejahteraan dalam kehidupan (Praset, 2024). Temuan lain dalam Laporan UNRWA No.
197 dan No. 204 tahun 2017, dan juga secara implisit dari beberapa laporan UNRWA yang lain
menunjukkan kondisi hidup masyarakat semakin memburuk akibat kasus malnutrisi yang meningkat dan
layanan kesehatan semakin terbatas. Trauma psikologis juga banyak dialami anak dan perempuan ini
ditemukan dari beberapa laporan No. 181 dan 197 tahun 2017 (UNRWA, 2017a, 2017b, 2017c). Analisis
menggunakan kerangka Ten Stages of Genocide, Kondisi tersebut menunjukkan kemiripan dengan tahap
persecution. Dalam konteks ini, istilah persecution tidak semata-mata merujuk pada tindakan kekerasan
langsung, tetapi yang dimaksud oleh Stanton (2013) yang dikutip dalam penelitian ini persecution adalah
tahap pembatasan hak dan akses terhadap sumber daya esensial yang secara kumulatif meningkatkan
kerentanan struktural suatu kelompok. Stanton (2013) juga menyebutkan bahwa pembatasan akses
bantuan menjadi tahap awal dari krisis kemanusiaan.

Hasil penelitian dipilih dan dianalisis dengan menggunakan kerangka Ten Stages of Genocide yang
dikembangkan oleh Gregory Stanton (2013), khususnya pada tahap persecution. Kondisi dimana suatu
kelompok mengalami penderitaan serius akibat pembatasan akses terhadap sumber daya dan kebutuhan
dasar. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa pola utama yang
muncul dari laporan resmi UNRWA. Pola-pola yang dipilih akan dideskripsikan melalui beberapa aspek
utama, yaitu pola pembatasan bantuan kemanusiaan, kerusakan infrastruktur sipil yang memengaruhi
kondisi kehidupan masyarakat,dan meningkatnya kerentanan terhadap kelompok sipil dalam situasi

konflik yang berkepanjangan.
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Oleh demikian, subbagian berikut menjelaskan hasil analisis masing-masing aspek tersebut untuk
menunjukkan bagaimana dinamika krisis kemanusiaan di Gaza berkembang. Pembahasan ini memberikan
gambaran mengenai kondisi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, khususnya dalam konteks pembatasan
akses terhadap kebutuhan dasar serta meningkatnya penderitaan yang dialami oleh masyarakat sipil dalam

kerangka tahap persecution dalam Ten Stages of Genocide.

Pola Pembatasan Bantuan Kemanusiaan
Dari beberapa laporan UNRWA tentang kondisi kemanusiaan Gaza, teridentifikasi adanya pola

pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang berulang dan berdampak luas terhadap masyarakat sipil.
Pembatasan yang dimaksud mencakup hambatan terhadap distribusi pangan, obat-obatan, dan pasokan
energi yang menghambat respons kemanusiaan (Ramandita et al, 2024). Pembatasan mobilitas staff
organisasi bantuan termasuk United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East (UNRWA). Pola tersebut jika diukur dengan perspektif hukum internasional,sangat relevan dengan
ketentuan Pasal Il huruf (c) dari Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
yang mengatur tentang tindakan menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk
menghancurkan suatu kelompok, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan pada penelitian ini meninjau kerangka teori yang
dikemukakan oleh Stanton dalam karyanya The Ten Stages of Genocide, khususnya pada tahap
persecution. Dalam konteks ini, istilah persecution tidak semata-mata merujuk pada tindakan kekerasan
langsung, tetapi yang dimaksud oleh Stanton (2013) yang dikutip dalam penelitian ini persecution adalah
tahap pembatasan hak dan akses terhadap sumber daya esensial yang secara kumulatif meningkatkan
kerentanan struktural suatu kelompok. Stanton (2013) juga menyebutkan bahwa pembatasan akses
bantuan menjadi tahap awal dalam dari krisis kemanusiaan.

Dari sisi hukum humaniter internasional, pembatasan akses bantuan juga termasuk dalam kerangka
Geneva Conventions dan protokol tambahannya, yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk
mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang tidak memihak bagi penduduk
sipil..Dengan adanya pernyataan resmi dari International Committee of the Red Cross (ICRC)
menegaskan bahwa kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai metode perang dilarang dan dapat
menimbulkan tanggung jawab hukum internasional (Wazna, 2025) .

Pembatasan ini tidak hanya mempengaruhi distribusi pangan, tetapi juga memperburuk kondisi
layanan kesehatan masyarakat.Analisis penelitian juga menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza
tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan bantuan kemanusiaan, tetapi juga oleh kerusakan infrastruktur
sipil yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.Oleh karena itu, kerusakan infrastruktur dan

memburuknya kondisi kehidupan masyarakat menjadi faktor penting dalam memahami dinamika krisis
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kemanusiaan yang terjadi. Pada saat bersamaan, tekanan psikologis masyarakat juga semakin meningkat.
Ketidakpastian dan kekerasan berkepanjangan memperdalam penderitaan mental masyarakat sipil. Oleh
karena itu, analisis berikut membahas dua dimensi utama. Dimensi tersebut meliputi kerusakan
infrastruktur serta penderitaan mental masyarakat.

Kerusakan Infrastruktur dan Kondisi Kehidupan

Kerusakan infrastruktur sipil menjadi salah satu dampak paling nyata dari konflik yang
berlangsung. Laporan UNRWA 2015 No. 130 dan OCHA menunjukkan bahwa sekolah, fasilitas
kesehatan, sistem air bersih, serta jaringan listrik mengalami kerusakan luas akibat eskalasi konflik.
Berdasarkan laporan World Health Organization, sebagian besar fasilitas kesehatan di Gaza mengalami
gangguan fungsi akibat kerusakan fisik dan kekurangan pasokan medis (UNRWA, 2016c¢).

Hancurnya fasilitas dasar ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan layanan pendidikan dan
kesehatan, tetapi juga memperparah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan eksternal.
Konflik ini, jika dibawa ke dalam konteks Konvensi Genosida 1948, dikaitkan dengan Pasal 11 huruf (c),
terutama apabila kerusakan tersebut berkontribusi pada ketidakmampuan kelompok untuk
mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak. Selain itu, data International Labour Organization,
menunjukkan hilangnya ratusan ribu lapangan kerja di wilayah Palestina. Hal ini mengakibatkan
hambatan akan pergerakan dan ketidakstabilan ekonomi, yang berdampak langsung pada peningkatan

kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan .
Penderitaan Fisik dan Mental

Laporan UNRWA mencatat peningkatan malnutrisi akut yang disebabkan oleh penyakit akibat
sanitasi buruk. Kondisi konflik yang terus mengalami eskalasi menimbulkan Dalam perspektif hukum,
kondisi ini relevan dengan Pasal Il huruf (b) Konvensi Genosida 1948 yang mencakup tindakan yang
menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok. trauma psikologis pada
anak-anak dan perempuan menunjukkan adanya penderitaan fisik dan mental yang serius (Mufty &
Maryam DM, 2025).

Dalam Situation Report yang bersumber dari UNRWA menekankan bahwa kepadatan tempat
penampungan, kekurangan bahan bakar untuk operasional fasilitas kesehatan, serta terbatasnya pasokan
obat-obatan memperparah kondisi kelompok rentan, khususnya anak-anak di bawah usia lima tahun dan
ibu hamil (Hakim, 2025). Kekurangan bahan pangan berdampak sangat nyata pada melemahnya daya
tahan tubuh, ditambah dengan gangguan layanan kesehatan primer, menciptakan situasi di mana risiko

kematian akibat sebab-sebab yang sebenarnya dapat dicegah menjadi semakin tinggi. Temuan ini
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diperkuat dengan adanya informasi dari media berita. Tingkat kematian akibat kelaparan terus bertambah.
Berita dari (Antara, 2025) mengonfirmasi bahwa rumah sakit di Gaza mencatat lima kematian dalam

sehari, termasuk tiga anak, akibat kelaparan dan malnutrisi akut di tengah pengepungan.
Perspektif Human Security

Pendekatan Human Security menempatkan pusat analisis keamanan, bukan hanya negara tapi juga
pada keamanan individu. Konsep ini menekankan perlindungan manusia dari ancaman kekerasan,
kemiskinan, kelaparan, dan ketidakpastian hidup yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dan
martabat manusia. Kondisi kemanusiaan di Gaza yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menyentuh

dimensi kehidupan masyarakat sipil secara luas.

Dalam menganalisa krisis kemanuisaan di Gaza,penelitian akan membahas melalui kerangka
human security.Kerusakan infrastruktur sipil, penderitaan fisik, serta trauma psikologis tidak dipahami
sebagai dampak terpisah. Akan tetapi ini sebagai indikator yang merepresentasikan gangguan terhadap
dimensi keamanan individu (personal security), keamanan ekonomi (economic security), dan keamanan
pangan (food security) keamaman kesehatan (health security) dan keamanan komunitas (Community
security). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada aspek-aspek tersebut guna
menunjukkan bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Gaza mencerminkan pelanggaran terhadap

prinsip-prinsip Human Security.
Personal Security

Keamanan individu (personal security) merujuk pada perlindungan manusia dari ancaman
kekerasan, baik secara fisik maupun verbal serta kondisi tidak aman dalam kehidupan sehari-hari.
Keadaan di Gaza menjadi bentuk ancaman serius terhadap keamanan masyarakat sipil. Ini muncul akibat
konflik berkepanjangan dan serangan terhadap wilayah permukiman yamh menyebabkan kondisi
lingkungan yang tidak stabi. Laporan UNRWA no 169 tahun 2025 tentang krisis kemanusian di Gaza
menunjukkan tingginya jumlah korban sipil yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kondisi ini
mencerminkan terjadinya kerentanan individu terhadap kekerasan langsung maupun tidak langsung.
Dampak psikologis seperti trauma, kecemasan berkepanjangan, dan gangguan kesehatan mental juga
menjadi indikator menurunnya keamanan individu masyarakat (UNRWA, 2025a). Kondisi yang terus
dirasakan disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum yang serius. Permasalahan yang terus
berlangsung menyebabkan masyarakat hidup dalam situasi ketakutan , di mana ancaman terhadap

keselamatan jiwa dapat terjadi kapan saja.
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Economic Security

Keamanan ekonomi terkait dengan kapasitas individu untuk memenuhi persyaratan penting untuk
standar hidup yang layak, yang terutama difasilitasi melalui akses mereka ke pekerjaan yang
menguntungkan, aliran pendapatan yang dapat diandalkan, dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang
stabil yang memastikan rezeki berkelanjutan mereka. Keadaan yang terjadi di Jalur Gaza dengan jelas
menggambarkan tingkat kerentanan ekonomi yang mendalam, yang telah diperburuk oleh pengenaan

blokade yang berkepanjangan dan pembatasan berat pada pergerakan barang dan individu (Buhej, 2025)

Tingkat pengangguran yang sangat tinggi, ditambah dengan penyempitan yang signifikan dari
peluang kerja yang layak, secara efektif memaksa mayoritas penduduk untuk sangat bergantung pada
bantuan kemanusiaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka untuk bertahan hidup.
Ketergantungan pada bantuan eksternal berfungsi sebagai indikator yang jelas dari kerapuhan yang
melekat dalam kerangka ekonomi lokal, serta kapasitas masyarakat yang sangat terbatas untuk mencapai
tingkat ketahanan atau keberlanjutan ekonomi. Situasi genting ini menimbulkan siklus kerentanan tanpa
henti, di mana masyarakat kehilangan sumber pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan yang

sangat diperlukan untuk pemeliharaan kehidupan sehari-hari.
Food Security

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam kerangka keamanan manusia. Ini dikarenakan
berkaitan dengan dimensi beragam ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya pangan penting bagi
individu dalam berbagai konteks sosial-ekonomi. Berdasarkan laporan UNRWA no 193 tentang
ketergantuan bantuan terhadap keberlangsungan hidup.Kondisi kelaparan yang dialami para pengungsi

Gaza didominasi oleh para perempuan dan anak-anak (UNRWA, 2025b).

Kondisi ini menimbulkan kerentanan yang meningkat terhadap ancaman ganda kelaparan dan
kekurangan gizi,. Terutama di antara kelompok demografis yang paling rentan, seperti anak-anak dan
wanita, yang sering menanggung beban defisiensi sistemik tersebut. Dari perspektif keamanan anusia,
ancaman yang ditimbulkan terhadap ketahanan pangan jauh melampaui sekadar kekhawatiran untuk

kelangsungan hidup individu.
Health Security

Keamanan terhadap kesehatan merujuk pada perlindungan individu dari berbagai macam penyakit.
Kesehatan yang seharusnya menjadi hak bagi semua individu, akan tetapi ini tidak dengan para pengungsi
Gaza. Berdasarkan laporan UNRWA No 149 tahun 2016 Kerusakan fasilitas kesehatan dan keterbatasan

para medis menjadi salah satu bentuk ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan di Gaza
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(UNRWA, 2016d) . Selain itu, prevalensi fasilitas sanitasi yang tidak memadai dan akses terbatas ke air
bersih dan air minum semakin memperburuk risiko yang terkait dengan penularan penyakit menular,
sehingga menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat Disintegrasi sistem
kesehatan berdampak langsung pada korban konflik bersenjata. Hal tersebut disebabkan oleh

ketergantungan pada fasilitas layanan kesehatan.
Community Security

Keamanan masyarakat berkaitan erat dengan perlindungan identitas sosial, interaksi antarpersonal,
dan stabilitas struktur sosial.Berdasarkan laporan UNRWA No 150 dan 153 tahun 2016 ketegangan yang
berkepanjangan di Gaza telah mengakibatkan pengungsian dan kerusakan pada tatanan sosial, serta
gangguan pada sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. Disintegrasi sosial yang berlangsung tidak
hanya berdampak bagi generasi saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi masa depan
generasi muda yang tumbuh dalam suasana konflik dan ketidakpastian (UNRWA, 2016e,2016f).

Kerusakan pada struktur komunitas dapat menimbulkan hilangnya rasa kebersamaan, peningkatan
kerentanan sosial, serta terbatasnya kesempatan untuk perkembangan sosial bagi generasi muda. Dalam
sudut pandang keamanan manusia, situasi ini mencerminkan ancaman bagi keberlangsungan komunitas
sebagai elemen sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Ancaman terhadap keamanan komunitas
juga dapat memperkuat siklus kerentanan yang berdampak pada dimensi keamanan lainnya, termasuk

ekonomi, kesehatan, serta keselamatan individu.

Kondisi kemanusiaan di Gaza dapat dikaitkan dengan unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi
Genosida 1948, khususnya mengenai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang
serius (serious bodily or mental harm) serta kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk membawa
kehancuran suatu kelompok (conditions of life calculated to bring about destruction). Kondisi
kemanusiaan menunjukkan adanya korban sipil yang signifikan, trauma psikologis berkepanjangan serta
kerusakan infrastruktur vital yang memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar kesehatan,

dan tempat tinggal.

Ditambah dengan pembatasan bantuan kemanusiaan, kerusakan sistem kesehatan, serta
terganggunya akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk
kehidupan yang diperburuk. Dalam konteks hukum internasional, kondisi kehidupan yang menyebabkan
kerentanan ekstrem terhadap ke dan kematian dapat memenuhi unsur tindakan genosida apabila terbukti
bahwa kondisi tersebut diciptakan secara sengaja dan sistematis terhadap kelompok tertentu (Ismail et al.,

2023). Namun demikian, persoalan utama dalam analisis genosida bukan hanya pada dampak
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kemanusiaan yang terjadi. Melainkan pada pembuktian unsur niat khusus (dolus specialis), yaitu intensi

untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama secara keseluruhan atau sebagian.

Unsur ini merupakan elemen pembeda antara genosida dan kejahatan internasional lainnya, sekaligus
menjadi aspek paling sulit untuk dibuktikan. Hal ini bersamaan dengan poin ke-10 dalam teori Ten Stages
of Genocide yang diungkapkan oleh Gregory H. Stanton: penolakan sering muncul setelah terjadinya
kekerasan massal sebagai upaya pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum dan politik.
Penyangkalan dilakukan melalui berbagai cara seperti menolak adanya kejahatan dengan menyalahkan
korban, untuk menghambat investigasi internasional atau membingkai tindakan sebagai bagian dari
operasi keamanan yang sah. Temuan-temuan dalam laporan UNRWA periode 2015-2017 menunjukkan bahwa
kerentanan kemanusiaan di Gaza telah berkembang dalam pola yang bersifat struktural dan berkelanjutan.
Pembatasan bantuan kemanusiaan, kerusakan infrastruktur sipil, serta meningkatnya penderitaan masyarakat sipil
memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan tidak hanya muncul sebagai dampak sesaat dari konflik bersenjata,

tetapi berlangsung dalam jangka panjang.
Konstruksi Media atas Konflik Israel-Palestina

Media menjadi suatu bagian penting dalam permasalahan konflik Israel-Palestina.Pola
pemberitaan konflik Palestina—Israel menunjukkan bahwa aktor dan korban dibentuk melalui struktur
bahasa yang tidak netral. Dominasi proses verbal juga memperlihatkan bahwa suara pejabat atau militer
Israel lebih sering dikutip secara langsung, sehingga membentuk legitimasi atas tindakan yang dilakukan.
Sebaliknya, pengalaman sipil Palestina kerap dijadikan sebagai akibat atau konsekuensi, bukan sebagai

pusat narasi utama (Sahayu, 2020)

Oleh karena itu, penggunaan kalimat pasif dan pelabelan terhadap aktor tertentu membentuk
persepsi mengenai tanggung jawab dalam konflik. Tindakan militer Israel dalam beberapa konteks
digambarkan sebagai langkah pengamanan atau bentuk pertahanan diri, sehingga kesan yang muncul
adalah respons yang wajar dalam situasi konflik (Purnama, 2016). Sebaliknya, tindakan dari pihak
Palestina lebih sering dikaitkan langsung dengan agresi atau ancaman keamanan. Perbedaan ini
menunjukkan adanya pembingkaian yang menekankan stabilitas negara dan kontrol keamanan, bukan
pada perlindungan warga sipil. Dampak kemanusiaan seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan

trauma masyarakat tidak selalu menjadi fokus utama dalam struktur narasi (Abid et al., 2025).

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kehidupan masyarakat Gaza sebagaimana

tercermin dalam laporan UNRWA serta menelaah relevansinya dengan indikator yang terdapat dalam
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Konvensi Genosida 1948. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza ditandai oleh
pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, kerusakan infrastruktur sipil, serta meningkatnya
penderitaan fisik dan psikologis masyarakat sipil yang berdampak pada berbagai dimensi keamanan
manusia telah berlangsung dalam periode yang dianalisis yaitu sejak 2015 ke tahun 2017 berdasarkan
laporan UNRWA. Analisis menggunakan kerangka Ten Stages of Genocide yang dikembangkan oleh
Gregory Stanton menunjukkan bahwa beberapa kondisi yang terjadi memiliki kemiripan dengan tahapan
dalam proses genosida, khususnya pada tahap diskriminasi, dehumanisasi, dan persekusi. Dalam konteks
ini, pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan bantuan
kemanusiaan berpotensi memperburuk kondisi kehidupan masyarakat secara sistematis.

Dari perspektif human security, situasi ini menunjukkan adanya kerentanan multidimensi yang
memengaruhi keamanan individu, ekonomi, pangan, kesehatan, dan komunitas masyarakat Gaza. Kondisi
kehidupan yang semakin memburuk dapat dikaitkan dengan unsur dalam Pasal Il huruf (b) dan (c)
Konvensi Genosida 1948, terutama yang berkaitan dengan penderitaan fisik atau mental yang serius serta
penciptaan kondisi kehidupan yang berpotensi mengarah pada kehancuran suatu kelompok. Oleh karena
itu, meskipun penelitian ini berfokus pada laporan UNRWA periode 2015-2017, kondisi kontemporer di
Gaza menunjukkan bahwa pola pembatasan terhadap kehidupan sipil yang telah teridentifikasi pada
periode tersebut masih memiliki relevansi hingga saat ini. Hal ini memperlihatkan bahwa Kkrisis
kemanusiaan di Gaza bersifat struktural dan berkelanjutan, sehingga penting dipahami sebagai bagian dari
dinamika konflik berkepanjangan dalam perspektif human security dan hukum internasional.

Namun demikian, penelitian ini tidak menilai secara langsung terpenuhinya unsur genosida karena
pembuktian unsur niat khusus (dolus specialis) memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai
intensi pelaku yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari laporan UNRWA sebagai objek utama
analisis penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami kondisi
kehidupan sebagai indikator awal dalam menilai dinamika krisis kemanusiaan dalam kerangka hukum
internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara

dinamika politik internasional dan penerapan norma perlindungan manusia dalam konflik bersenjata.
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